BAB VI

PENUTUP
C. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap proses pengimplementasian kebijakan
peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan

Raijua Kabupaten Sabu Raijua, dapat di sajikan sebagai berikut:

1. Peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang penertiban ternak yang di jalankan oleh
pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam wilayah Kecamatan Raijua tidak
dilaksanakan karena masayarakat Raijua tidak menerima dengan peraturan daerah
tersebut karena tidak efektiv untuk di terapakan dalam wilayah Kecamatan Raijua.

2. Dalam pengimplementasian peraturan daerah tentang peneritiban ternak dalam
Kecamatan Raijua tidak di dahului proses sosialisasi secara serius kepada
masayarakat.

3. Dalam proses pengimplementasian peraturan daerah No 13 Tahun 2011 tentang
penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu Raijua,
pemerintah daerah mengalami kendala besar dalam mengimplementasi kebijakan
penertiban ternak masyarakat Raijua pada umumnya menolak dengan dengan
kebijakan ini, karena kondisi alam, kondisi geografis, dan juga budaya dan adat
istiadat, serta kearififan lokal masyarakat setempat sanagat kontradiksi dengan
dengan peraturan daerah Kabupaten Sabu Raijua No 13 Tahun 2011 tentang

penertiban ternak yang di lakukan oleh pemerintah daerah.



4. Masayarakat Raijua sanagat kesulitan dengan padang pengembalaan, dalam

mewujudkan penertiban ternak dalam wilayah Kecamatan Raijua Kabupaten Sabu

Raijua.

D. Saran

1. Pemerintah

a)

b)

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua harus mencari solusi untuk kawasan
pemeliharaan hewan sehingga masyarakat tidak kesulitan dalam
memelihara hewan baik hewan besar maupun hewan kecil. sesuai dengan
budaya dan adat- istiadat serta kearifan lokal yang di Kecamatan Raijua.
Sebelum sebuah aturan di realisasi didahalui komunikasi atau di
sosialisasikan kepada masayarakat secara berkala agar masayarakat
mengetahui dan memahami maksud dan tujuan serta sasaran dari suatu
aturan yang di canangkan.

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah harus melihat
beberapa sector yang dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya di
sector pertanian dan sector kelautan dan sector —sektor lainnya harus di

pertimbangkan lagi.

2. Masyarakat

a) Bagi para aktifis dan pemangku kepentingan agar memberikan

pendidikan politik kepada masayarakat secara utuh. Tidak hanya
memberikan pemehaman dampak buruk dari sebuah aturan yang akan di

selenggarakan oleh pemerintah.



b) Bagi masayarakat untuk menyeleksi input sebelum memberikan aspirasi

poltik.

Masyarakat sangat berharp agar pemerintah harus lebih selektif dalam
pembuatan aturan supaya masayarakat Sabu Raijua berasakan keamanan
dan ketertiban, kemanfaatan dan keberlanjutan, kerakyatan dan keadilan,
keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian dan keprofesional serta

kearifan lokal.
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